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ABSTRACT 

 

An association is a part of a mass organization specified in law No. 

16/2017 on the Substitude Government Regulation No. 2/2017 on the 

Amendment of Law No. 17/2013 on Mass Organization. Generasi Manahan 

as a non-legal entity has been accepted as valid by the legal provisions, but it 

cannot do any legal act by itself since it has no legal entity; therefore, in its 

legal liability, it cannot do any legal acts.The research use juridical normative 

and descriptive analytic method. The data consisted of primary data and 

secondary data which were gathered by conducting library research and in-

depth interviews with the source persons.The result of the research showed 

that a non-legal entity association can be registered by getting Registration 

Letter from Minister of Internal Affairs for a national-scape association, from 

a Governer for a provincial-scope association, and from a Mayor/District 

Head for a municipal/district-scope association. In order to get a legal entity, 

an association has to make a new Memorandum of Association before a 

Notary and register it to the Minister of Law and Human Rights through a 

Legal Entity Administrative System which is in accordance with Law No. 

16/2017 on Stipulating the Substitule Government Regulation No. 2/2017 on 

the Amendment of Law No. 17/2013 on Mass Organization while Generasi 

Manahan Association is jointly and severally responsible since it has no legal 

entity. 

Keywords: Generasi Manahan, Legal Standing. Liability, Mass Organization, 

Association. 

 

PENDAHULUAN 

Perkumpulan merupakan bagian dalam organisasi masyarakat atau disingkat 

dengan ormas diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 

Tentang Organisasi Kemasyarakatan. 

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi 

Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Orma adalah organisasi yang 

didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan 

aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk 

berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. 

Sesuai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang 

Organisasi Kemasyarakatan: 

1. Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat berbentuk: 

a. badan hukum; atau 

b. tidak berbadan hukum. 
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2. Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat: 

a. berbasis anggota; atau 

b. tidak berbasis anggota. 

Ketentuan pasal tersebut diatas mengindikasikan bahwa Perkumpulan dapat 

berbentuk bukan badan hukum, namun perkumpulan yang tidak berbadan 

hukum tidak dapat melakukan tindakan keperdataan kepada pihak ketiga 

secara mandiri atau mengatasnamakan Perkumpulan itu sendiri. Apabila akan 

dibuat suatu perjanjian antara pihak ketiga dengan Perkumpulan yang 

dimaksud, harus dilakukan oleh orang-orang yang bergabung dalam 

Perkumpulan tersebut. Perjanjian tersebut baru mengikat perkumpulan jika 

seluruh anggotanya menanda- tangani perjanjian dimaksud atau seluruhnya 

memberikan kuasa kepada 1 (satu) orang anggotanya untuk membuat dan 

menandatangani perjanjian dimaksud. 

Indonesia saat ini hanya mengenal 2 (dua) bentuk badan hukum sosial yakni 

Yayasan dan Perkumpulan. Kedua badan hukum tersebut walaupun 

mempunyai kesamaan, yakni bergerak dalam bidang sosial, namun tetap 

memiliki perbedaan. Yayasan itu sendiri telah mempunyai Undang-undang 

Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-

undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (selanjutnya disebut UU 

Yayasan) sebagai landasan untuk dapat mendirikan Yayasan. Sedangkan 

Perkumpulan hingga kini masih diatur berdasarkan Staatsblad 1870 Nomor 64 

(selanjutnya disebut Stb. 1870-64) dan Pasal 1653-1665 Kitab Undang-undang 

Hukum Perdata (KUHPerdata). Selain peraturan tersebut, di dalam Staatsblad 

1939 Nomor 570 jo 717 diatur tentang Perkumpulan Indonesia (Inlandse 

Vereniging) yang pada awalnya hanya berlaku untuk daerah Jawa Madura 

saja, kemudian disempurnakan dengan Staatsblad 1942 Nomor 13 jo. Nomor 

14 berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Sedangkan untuk Organisasi 

Kemasyarakatan itu sendiri diatur dalam Undang- Undang Republik Indonesia 

Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 

17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-

Undang. 

Di penelitian ini, sebagai contoh organisasi yang tidak berbadan hukum yaitu 

Generasi Manahan. Generasi Manahan memiliki nama lengkap yaitu Generasi 

Manahan Archery Club. Generasi Manahan terbentuk sejak April 2015. 

Namun Generasi Manahan baru mendapatka nlegalitas dengan lahirnya akta 

Not aris pada tanggal 09 Januari 2019. Generasi Manahan bermarkas di 

Komplek Taman Asoka Asri Jalan Flamboyan Raya Setia Budi/Flamboyan I, 

Kelurahan Tanjung Selamat, Medan Tuntungan. Namun sebelum berada di 

Komplek Taman Asoka Asri tersebut, sebelumnya Generasi Manahan berlatih 

di SMP IT Siti Hajar Medan. Sejumlah atlet berprestasi lahir dari klub 

panahan ini. Awalnya Generasi Manahan ini didirikan untuk menyalurkan 

hobi memanah. Namun seiring berkembangnya generasi Manahan ini, 

akhirnya generasi Manahan ini melahirkan atlet-atlet yang berprestasi. 

Hasil dari penjelasan tersebut diatas bahwa belum ada pengaturan yang jelas 

tentang perkumpulan yang tidak berbadan hukum di dalam Undang-Undang, 

oleh sebab itu penelitian ini dirasa penting untuk diteliti, untuk mengetahui 

pertanggungjawaban hukum terhadap perkumpulan yang tidak berbadan 

hukum apabila melakukan perbuatan hukum dan siapa yang bertanggung 

jawab dalam perkumpulan terhadap perbuatan hukum tersebut. 
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METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normative) 

dimana pendekatan terhadap permasalahan dilakukan dengan mengkaji 

peraturan- peraturan yang ada dan mengimplementasikan dalam praktek di 

lapangan, serta literatur-literatur yang berhubungan dengan perkumpulan yang 

tidak berbadan hukum. Sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis. 

Deskriptif maksudnya dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran 

secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti. Analisis 

dilakukan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh dan akan dilakukan 

secara cermat terhadap aspek- aspek yang berhubungan dengan Pendirian 

Perkumpulan Di Sumatera Utara. 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mencakup penelitian 

kepustakaan dan penelitian lapangan. Data yang digunakan dalam penelitian 

ini bersumber pada data primer dan data sekunder yang dapat dipaparkan 

sebagai berikut: 

1. Data primer, dalam penelitian ini akan dilakukan dengan wawancara. 

Wawancara secara mendalam dilakukan secara langsung kepada 

narasumber yaitu dengan PerkumpulanGenerasi Manahan. Dalam hal 

ini, mula-mula diadakan beberapa pertanyaan untuk mendapatkan 

keterangan lebih lanjut, sehingga dapat diperoleh jawaban yang 

memperdalam data primer dan data sekunder lainnya. 

2. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil penelaahan 

kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan 

pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang 

sering disebut sebagai bahan hukum. 

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara analisis kualitatif. 

Dengan menggunakan metode yang bersifat analisis deskriptif, yaitu 

menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu 

sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan umum. Dari hasil analisis 

tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan induktif, yaitu cara 

berpikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas 

fakta-fakta yang bersifat khusus. 

 

HASIL 

Prosedur Pendirian Organisasi Kemasyarakatan Berbentuk 

Perkumpulan Yang Berbadan Hukum Dan Yang Tidak Berbadan 

Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 

2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan 

Pengertian Perkumpulan dan Perkembangannya Di Indonesia 

Berdirinya Budi Utomo pada tanggal 5 Mei 1908 yang kemudian dapat 

membangkitkan bangsa ini dengan membentuk kelompok-kelompok terlihat 

dari berdirinya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang diikuti 

dengan adanya Jong Java, Jong Sumatera, Jong Ambon. Secara historis 

keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia diawali oleh perjalanan 

perjuangan yang didukung oleh kelompok-kelompok atau organisasi 

masyarakat yang mempunyai keinginan dan tujuan yang sama yaitu 

kemerdekaan Indonesia, yang terwujud pada tanggal 17 Agustus l945. Dalam 

perjalanan perjuangan kemerdekaan Indonesia Kehadiran beberapa 

organisasi, merupakan fakta yang tidak terbantahkan, karena organisasi-

organisasi pada zaman itu mempunyai tujuan yang sama membangun 
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kesadaran masyarakat Indonesia sehingga menghantarkan mampu 

kemerdekaan Indonesia. 

Perkumpulan dalam arti sempit yaitu perkumpulan yang tidak termasuk 

dalam lingkungan hukum dagang karena itu tidak merupakan bentuk asal 

dari persekutuan. Perkumpulan dalam arti sempit ini berdiri sendiridan 

terpisah dari lainnya dan tidak bertujuan ekonomis serta tidak menjalankan 

perusahaan. Menurut penggolongan hukum, yaitu golongan hukum publik 

dan hukum perdata, jenis badan hukum dapat dibagi dua yaitu: Badan hukum 

publik dan Badan hukum perdata. Perkumpulan berbadan hukum perdata di 

Indonesia terbagi atas 2 yaitu: perkumpulan badan hukum perdata yang 

mencari keuntungan (profit) yaitu Perseroan Terbatas dan Koperasi. 

Sedangkan perkumpulan badan hukum perdata yang tidak mencari 

keuntungan (non profit) yaitu Organisasi Massa, Partai Politik, Yayasan dan 

Perkumpulan. 

Dalam pengertian perkumpulan, yang berkumpul ialah orang-orang 

perseorangan atau orang-orang yang merasa mempunyai kepentingan. 

Kepentingan ini tidak hanya bersifat materil, melainkan juga dapat bersifat 

moril. Dalam pekumpulan, tidak hanya materi saja yang dapat diberikan, 

namun dapat berupa tenaga fisik, tenaga fikiran, dan juga barang-barang dari 

anggota perkumpulan. 

Jenis-jenis Perkumpulan di Indonesia 

Secara garis besar, ada dua golongan perkumpulan, yaitu: perkumpulan 

dalam arti sempit dan arti luas. Secara skematis, H.M.N. Purwosutjipto 

membagi perkumpulan sebagai berikut: 

1. Perkumpulan dalam arti sempit, ialah perkumpulan yang lazim 

disebut 

vereniging seperti perkumpulan yang diatur dalam: Kitab Undang- 

Undang Hukum Perdata Buku III Bab IX, Stb. 1870-64, dan Stb. 

1939- 570, adalah perkumpulan yang tidak termasuk dalam hukum 

dagang. 

2. Perkumpulan dalam arti luas adalah perkumpulan yang merupakan 

bentuk asal dari semua persekutuan, koperasi dan perkumpulan 

saling menanggung. Perkumpulan dalam arti luas ini meliputi: 

a. Perkumpulan yang tidak berbadan hukum, seperti: 

1. Perusahan perorangan 

2. Persekutuan firma 

3. Persekutuan komanditer 

b. Perkumpulan yang berbadan hukum, seperti: 

1. Perseroan terbatas 

2. Koperasi 

3. Perkumpulan saling menanggung 

 

B. Prosedur Pendirian Suatu Perkumpulan Menurut Undang- 

Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 

2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Jo. Peraturan 

Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 

Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan 

Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan 

Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan. 

Lahirnya aturan mengenai organisasi kemasyarakatan sebenarnya 
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merupakan upaya dari pemerintah untuk mempermudah pendirian, 

pengawasan, pembinaan dan pembubaran terhadap organisasi 

kemasyarakatan. 

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi 

Kemasyarakatan mengatakan, perkumpulan yang berbentuk badan 

hukum didirikan dengan memenuhi beberapa persyaratan seperti 

dibawah ini: 

a. Akta pendirian yang dikeluarkan oleh Notaris yang memuat 

anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, 

b. Program kerja, 

c. Sumber pendanaan, 

d. Surat keterangan domisili, 

e. Nomor pokok wajib pajak atas nama perkumpulan, 

f. Surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa kepengurusan 

atau dalam perkara di pengadilan. 

Perkumpulan yang sudah dibuatkan akta pendiriannya oleh Notaris 

dan sudah menyertakan semua persyaratan seperti di atas, lalu 

dimohonkan pengesahannya kepada Menteri Hukum Dan Hak 

Asasi Manusia. Sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum 

Dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan 

Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan 

Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan 

Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan, proses permohonannya 

yaitu pemohon mengajukan permohonan pemakaian nama 

perkumpulan ke Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia melalui 

Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Pengajuan nama 

tersebut dilakukan dengan mengisi format pengajuan nama 

perkumpulan. 

Pasal 5 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara 

Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan 

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan mengatakan, 

nama perkumpulan yang telah disetujui oleh Menteri Hukum Dan 

Hak Asasi Manusia diberikan persetujuan pemakaian nama secara 

elektronik. Nama perkumpulan yang telah mendapat persetujuan 

Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia tersebut berlaku untuk 

jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari. Namun apabila 

dalam hal nama tidak memenuhi persyaratan pengajuan dan 

pemakaian nama Perkumpulan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia 

dapat menolak nama Perkumpulan tersebut secara elektronik. (2) 

Persetujuan sebagaimana tersebut memuat: 

a. Nomor pemesanan nama, 

b. Nama Perkumpulan yang dapat dipakai, 

c. Tanggal pemesanan, 

d. Tanggal kedaluwarsa, 

e. Kode pembayaran. 

Permohonan pengesahan badan hukum Perkumpulan diajukan oleh 

Pemohon kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia. 

Dimana nantinya permohonan tersebut diajukan melalui Sistem 

Administrasi Badan Hukum (SABH). Untuk mendapatkan 
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keputusan pengesahan tersebut dari Menteri, pemohon harus 

mengajukan permohonan tersebut secara elektronik kepada Menteri 

Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Nantinya pemohon mengisi 

format pendirian badan hukum perkumpulan. Namun sebelum 

pemohon mengisi format pendirian badan hukum perkumpulan, 

pemohon harus membayar terlebih dahulu biaya permohonan 

pengesahan badan hukum perkumpulan. Biaya pengesahan badan 

hukum Perkumpulan dibayarkan melalui bank persepsi. Besarnya 

biaya tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang 

berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 

Dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 

Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan mengatakan 

bahwa pendaftaran perkumpulan yang tidak berbadan hukum 

dilakukan dengan pemberian surat keterangan terdaftar. Surat 

keterangan terdaftar ini diberikan oleh: 

a. Menteri Dalam Negeri bagi perkumpulan yang memiliki 

lingkup nasional, 

b. Gubernur bagi perkumpulan yang memiliki lingkup provinsi, 

c. Bupati/Walikota bagi perkumpulan yang memiliki lingkup 

kabupaten/kota. 

Apabila perkumpulan yang tidak berbadan hukum yang tidak 

memenuhi persyaratan untuk diberi surat keterangan terdaftar, 

maka hanya dilakukan pendataan sesuai dengan alamat dan 

domisili. Pendataan perkumpulan tersebut dilakukan oleh camat 

atau sebutan lainnya. 

Tatacara Perubahan Status Organisasi Kemasyarakatan 

Berbentuk Perkumpulan Yang Tidak Berbadan Hukum 

Menjadi Perkumpulan Yang Berbadan Hukum 

Menurut Reza Nazriandi (Pelaksana Sub. Bagian Administrasi 

Hukum Umum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak 

Asasi Manusia Provinsi Aceh, Kantor Wilayah Kementerian 

Hukum Dan Hak Asasi Manusia Provinsi Aceh, 06 Mei 2020), tata 

cara perubahan status perkumpulan yang tidak berbadan hukum 

menjadi perkumpulan yang berbadan hukum yaitu perkumpulan 

yang belum berbadan hukum tersebut harus membuat akta 

pendirian yang baru, dimana akta tersebut dibuat oleh Notaris, lalu 

mendaftarkan perkumpulannya ke Kementerian Hukum Dan Hak 

Asasi Manusia Sistem Administrasi Badan Hukum. 

Permohonan pengesahan badan hukum perkumpulan harus 

didahului dengan pengajuan nama perkumpulan. Sesuai dengan 

Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara 

Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan 

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan, proses 

permohonannya yaitu pemohon mengajukan permohonan 

pemakaian nama perkumpulan ke Menteri Hukum Dan Hak Asasi 

Manusia melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). 

Pengajuan nama tersebut dilakukan dengan mengisi format 

pengajuan nama perkumpulan. Dimana format pengajuan nama 



Vol.7 No. 3 September 2020   ISSN: 2355-1500    

121 

 

tersebutmemuat identitas pemohon dan nama perkumpulan yang 

dipesan. Dimana nama perkumpulan yang dipesan harus memenuhi 

persyaratan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-

undangan dan pemohon wajib mengisi formulir pernyataan yang 

berisi bahwa nama perkumpulan yang dipesan telah sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan dan pemohon 

bertanggung jawab penuh terhadap nama perkumpulan yang 

dipesan. 

Proses pendaftaran perkumpulan berbadan hukum secara online di 

Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Melalui Sistem 

Administrasi Badan Hukum yaitu : 

a. Para pihak menghadap kepada Notaris untuk membuat akta 

pendirian perkumpulan yang memuat anggaran dasar dan 

anggaran rumah tangga. 

b. Membuat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sesuai domisili 

sekretariat perkumpulan. 

c. Para pihak atau Notaris melakukan pemesanan nama secara 

online melalui situs ahu.go.id.Langkah-langkah pemesanan 

nama perkumpulan ini dapat dilihat seperti dibawah ini: 

Pemesanan Nama Perkumpulan Yang Dilakukan Oleh Para Pihak: 

Langkah   awal    yang    perlu    dilakukan    yaitu    Masuk     ke  

halaman website Admnistrasi Hukum Umum ke alamat 

http://ahu.go.id, lalu klik menu perkumpulan. Setelah masuk ke 

menu perkumpulan, lalu pilih pesan nama oleh umum, maka akan 

muncul form pesan nama perkumpulan. Form ini berisikode 

pembayaran/kode voucher, nama perkumpulan yang diinginkan, 

singkatan perkumpulan yang diinginkan, serta nama domain 

perkumpulan. 

Pada form pesan nama perkumpulan diatas untuk membeli kode 

voucher, kemudian muncul halaman pemesanan nomor voucher. 

Pada form pemesanan nomor voucher, terdapat beberapa file yang 

harus diisi, diantaranya ialah: 

a) Nama pemohon, 

b) Email pemohon, 

c) Nomor handphone, 

d) Jumlah pembelian, 

e) Lalu ceklis pernyataan syarat dan ketentuan, dan 

f) Lalu klik tombol simpan untuk menampilkan bukti pemesanan 

nomor voucher. 

 

Kedudukan Dan Pertangungjawaban Hukum Organisasi 

Kemasyarakatan Berbentuk Perkumpulan Yang Tidak 

Berbadan Hukum (Studi Pada Perkumpulan Generasi 

Manahan Berkedudukan Di Kota Medan). 

Generasi Manahan memiliki nama lengkap yaitu Generasi 

Manahan Archery Club. Generasi Manahan terbentuk sejak April 

2015. Sejumlah atlet berprestasi lahir dari klub panahan yang 

bermarkas di Komplek Taman Asoka Asri Jalan Flamboyan Raya 

Setia Budi/Flamboyan I, Kelurahan Tanjung Selamat, Medan 

Tuntungan. Namun menurut Toni Manahan Purba, selaku pendiri 

sekaligus pelatih dari Generasi Manahan Archery Club, Generasi 

Manahan mulai mendapatkan tempat Latihan yang menetap di 

http://ahu.go.id/
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komplek tersebut sejak tahun 2017. Sebelum memiliki tempat 

latihan yang menetap tersebut, Generasi Manahan berlatih di SMP 

IT Siti Hajar Medan. Toni Manahan Purba mengatakan, adanya 

fasilitas lapangan ini berkat bantuan para dewan pembina Generasi 

Manahan, yaitu Sandi Nugroho (yang merupakan mantan Kepala 

Kepolisian Resort Kota Besar Medan), Rudi Rinaldi (merupakan 

Sekretaris Dinas Pemuda Dan Olahraga Sumatera Utara), Mahmul 

Siregar, Anggi Rhaditya Lubis (pemilik komplek Taman Asoka 

Asri), dan Hasrul Benny Harahap. 

Awalnya Generasi Manahan ini didirikan untuk menyalurkan hobi 

memanah. Namun seiring berkembangnya generasi Manahan ini, 

akhirnya generasi Manahan ini melahirkan atlet-atlet yang 

berprestasi. Generasi Manahan memiliki tujuan kedepannya agar 

generasi Manahan ini dapat menjadi sebuah sekolah yang 

menaungi tidak hanya olahraga memanah saja, namun ada juga 

olahraga berkuda dan berenang. 

Generasi Manahan sebagai perkumpulan yang tidak berbadan 

hukum memiliki hak dan kewajiban di dalam organisasinya 

tersebut. Hak dan kewajiban merupakan suatu prestasi yang harus 

dilaksanakan oleh setiap manusia pribadi, persekutuan ataupun 

badan hukum. Dimana kewajiban tersebut menjadi tanggung jawab 

setiap manusia pribadi, persekutuan ataupun badan hukum yaitu 

melaksanakan prestasi sedangkan hak menjadi kontra dari 

kewajiban. 

Toni Manahan Purba mengatakan Generasi Manahan merupakan 

club panahan yang masih terbilang baru. Ditambah lagi Generasi 

Manahan baru mendapatkan legalitas dengan lahirnya akta Notaris 

pada tanggal 09 Januari 2019, sebagai klub panahan yang bernama 

Generasi Manahan. Dimana saat ini Generasi Manahan sudah 

memiliki 32 atlet panahan yang dilatih rutin setiap hari Selasa dan 

hari minggu di komplek Taman Asoka. Nama Generasi Manahan 

diambil dari nama tengah sang pendiri sekaligus pelaihnya, yaitu 

Manahan. 

Status kedudukan hukum perkumpulan Generasi Manahan diakui 

oleh peraturan, yaitu menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 

2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi 

Kemasyarakatan sedangkan tanggungjawab hukum Perkumpulan 

Generasi Manahan, yaitu ditanggung secara tanggung renteng 

karena Generasi Manahan belum berbentuk badan hukum. 

 

PENUTUP 

1. Pertama, perkumpulan yang berbentuk badan hukum didirikan dengan 

syarat: Akta pendirian yang dikeluarkan oleh Notaris yang memuat 

anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, Program kerja, Sumber 

pendanaan, Surat keterangan domisili, Nomor pokok wajib pajak atas 

nama perkumpulan, Surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa 

kepengurusan atau dalam perkara di pengadilan. Setelah semua 

persyaratan tersebut sudah lengkap maka dapat dimohonkan 

pengesahannya kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Dimana 

permohonan tersebut diajakun melalui Sistem Administrasi Badan Hukum 
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(SABH). Sedangkan untuk perkumpulan yang tidak berbadan hukum, 

pendaftarannya dilakukan dengan pemberian surat keterangan terdaftar. 

Surat keterangan terdaftar ini dapat diberikan oleh Menteri Dalam Negeri 

bagi perkumpulan yang memiliki lingkup nasional, Gubernur bagi 

perkumpulan yang memiliki lingkup provinsi, Bupati/Walikota bagi 

perkumpulan yang memiliki lingkup kabupaten/kota. 

2. Kedua, tata cara perubahan status perkumpulan yang tidak berbadan 

hukum menjadi perkumpulan yang berbadan hukum yaitu perkumpulan 

yang belum berbadan hukum tersebut harus membuat akta pendirian yang 

baru, dimana akta tersebut dibuat oleh Notaris, lalu mendaftarkan 

perkumpulannya ke Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia melalui 

Sistem Administrasi Badan Hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 

16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan dan 

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 

Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan 

Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar 

Perkumpulan. 

3. Ketiga, status kedudukan hukum perkumpulan Generasi Manahan diakui 

oleh peraturan, yaitu menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 

Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 

Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan sedangkan 

tanggungjawab hukum Perkumpulan Generasi Manahan, yaitu ditanggung 

secara tanggung renteng karena Generasi Manahan belum berbentuk badan 

hukum. 
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